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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang Di Bangkinang Riau. (Studi Putusan Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn)” ini merupakan penelitian kajian pustaka (library
research) guna menjawab pertanyaan tentang :1) Bagaimana pertimbangan
hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana
perdagangan orang? dan 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap
pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang
tindak pidana perdagangan orang?

Jenis penelitian yaitu penelitian kajian pustaka (library research) dengan
teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan studi pustaka.
Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola
pikir deduktiif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim
pada putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn adalah melakukan tindak pidana
sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, dengan dijatuhi
hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan
denda sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dimana hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara yang berada
dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa bersedia untuk terus terang
dan mengakui perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum sama
sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong
narapidana baru. Dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa
termasuk kedalam jarimah ta’zr yang telah membahayakan kepentingan umum,

oleh sebab itu hukuman yang menentukan adalah ulil amri (pemerintah atau
penguasa) dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
Dihukum ta z karena didalam Al-Qur’an dan hadist tidak dijelaskan mengenai

kejahatan pidana perdagangan orang.

Berdasarkan dari paparan di atas, dampak dari perdagangan orang sangat
merugikan pihak korban dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya suatu
peraturan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan bisa menyadarkan masyarakat
bahwa tindak pidana perdagangan orang ini membawa efek buruk, dapat
merugikan pihak korban/korban, dan meresahkan masyarakat. Seharusnya aparat
birokrasi hukum seperti hakim, bisa mempertimbangkan kembali terkait
hukuman yang diberikan agar lebih bijaksana serta tidak terjadi ketimpangan
dalam eksekusinya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak
pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun
bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah yaitu melalui Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(UU PTPPO) merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik
langsung atau tidak langsung kepada korban dan/atau calon korban agar
tidak menjadi korban dikemudian hari. Peraturan tentang perdagangan
orang merupakan adanya pengakuan dari hukum dan bukan semata-mata
didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih
penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul
adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk

keteraturan/ketertiban sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan.



Atas dasar itu hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi

dengan sesamanya.!

Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan,
pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan
ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan,
penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau
dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk
mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain
untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi
prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja
paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip

perbudakan atau diambilnya organ tubuh.?

Manusia dijadikan objek atau lahan bagi pelaku perdagangan untuk
memperoleh uang dan keuntungan diri sendiri saja. Pelaku perdagangan
manusia tidak memikirkan kondisi korban, bagi mereka yang terpenting
adalah keuntungan duniawi yang dihasilkan dalam praktek perdagangan
manusia itu sendiri. Pelaku perdagangan manusia melakukan beberapa
modus guna menjerat korban khususnya wanita dan anak yang berekonomi

lemah dan minim ilmu pengetahuan.® Kitab Undang-undang Hukum

! Nuraeny Henny, 7indak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Depok: Rajawali Pers, 2016), 88.

2 Andrees Beate, Kerja Paksa Dan Perdagangan Manusia (Jakarta: International Labour
Organization, 2014), 5.

3 Rahmi Purnama Wati, “Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya Ditinjau dari
Sosiologi Hukum”, http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-
permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/, diakses pada tanggal 3 November 2016.



http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/
http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/

Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang
berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Perdagangan orang Yyang mayoritas perempuan dan anak
merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak
krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat
ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah
menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap
pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin
menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua)
juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan
dan anak. Tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour
memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan
orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada

di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.®

Saat ini perdagangan orang menjadi permasalahan yang menjadi
perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Hal ini terjadi tidak hanya
menyangkut di dalam negara Indonesia saja tetapi juga perdagangan di
luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara
lain. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki

menyebabkan mereka rentan menjadi korban perdagangan orang.

4 Ibid., 86.
5 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.



Perdagangan manusia atau dikenal perbudakan sudah terjadi pada
zaman dahulu sebelum Islam datang. Sebab-sebab lancarnya kegiatan
perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah
dan bangsa. Terdapat beberapa faktor seperti perampokan, penculikan,
kemiskinan, dan ketidakmampuan dalam membayar hutang serta didukung
dengan adanya pasar budak pada masa itu. Kemudian Islam pun datang
untuk mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak untuk
melarangnya, namun hal itu dapat mengurangi sedikit demi sedikit
permasalahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-
budak yang beragama Islam.Kemudian, pada zaman jahiliyah praktek
trafficking dilakukan terhadap para budak, karena mereka dianggap belum
merdeka dan masih dalam arahan tuannya. Pada kodratnya manusia
memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat
atau tidak berhak untuk memperbudak sesama manusia. Perdagangan
manusia atau trafficking terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-
anak untuk tujuan eksploitasi, dalam artian memaksa seseorang demi
untuk meraih  keuntungan duniawi sedangkan seseorang Yyang

diperdagangkan tidak menginginkannya.

Secara khususnya al-Quran juga menjelaskan tentang perdagangan

orang yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 33, yang berbunyi:
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Artinya:  Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah
menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahkan
kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang
menginginkan perjanjian  (untuk pembebasan dirinya),
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk
melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian
diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan
barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha
pengampun dan maha penyayang (kepada mereka) sesudah
mereka dipaksa.®

Ayat di atas, secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa
poin. Pertama, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama
atas kesucian tubuhnya. Kedua, kewajiban memberikan kebebasan atau
kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan.
Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak
mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan. Dan keempat,
haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi
dengan cara yang melanggar hukum. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah
SWT untuk membatalkan praktik trafficking in women yang umum
dilakukan masyarakat Arab ketika itu. Firman Allah SWT pada surah an-

Nur tersebut bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam

¢ Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015), 354.



statusnya sebagai budak. Allah melarang kegiatan tersebut apalagi

dilakukan terhadap manusia merdeka.’

Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah yang terhormat. Allah

berfirman di dalam Q.S. al Isra ayat 70 :

Z. Q- o7

S5 IS u;,wfdb iy ik o (,,éuwjd\ G ARy 3T gu;m)
Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan.®

Pada abad ke-20, hampir semua negara muslim telah memiliki
undang-undang dasar yang memuat seluruh atau sebagian besar prinsip
HAM yang dikembangkan dalam kerangka hukum Islam, kecuali negara
Arab Saudi yang sampai sekarang masih mempertahankan fikih Islam
tradisional sebagai hukum resmi di sebuah negara modern. Namun sejak
tahun 1992 berbagai perubahan telah dilakukan yang mengindikasikan
bahwa negara itu perlahan-lahan sedang mengarah ke sebuah sistem
pemerintahan dan sedikitnya mulai mengakui pentingnya HAM dan

prinsip konstitusional .’

Perdagangan manusia atas manusia artinya melanggar hak Tuhan
Yang Maha Kuasa. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai

dengan magasid al-syari’ah. Sanksi bagi pelaku perdagangan manusia

7 Husein Muhammad, “Trafficking Dalam Perspektif Islam”,

http://puanamalhayati.or.id/archives/325, diakses pada 26 November 2018.
8 Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahan..., 289.
° Nuraeny Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia..., 70.


http://puanamalhayati.or.id/archives/325

berupa hukuman ta ’zir, sebab belum adanya ketentuan yang jelas dalam
al-Quran dan Hadis mengenai ukuran dan bentuk keputusan kepada ijtihad
hakim atau imam yang berwenang mengadili perkara ini. Macam-macam
hukuman fa’zir antara lain berupa hukuman mati, penjara, pengucilan,

pengasingan dan ancaman.

Sanksi ta’zir dapat diberlakukan kepada pelaku kejahatan atau
pelanggaran yang berakal, muslim atau non-muslim dan baligh. Apabila
mereka melakukan kejahatan atau pelanggaran baik yang bersifat ucapan,

perbuatan, ataupun isyarat, maka pemimpin dapat menjatuhkan za zir.

Menurut al-Marghinani, yang menjadi pelaku perbuatan ¢a zir baik
anak-anak yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau kafir dan lain-
lain akan tetap dijatuhkan sanksi a zir. Jika anak belum baligh atau gila

melakukan pidana ta’ ’zir, mereka tidak dikenakan sanksi za zir.'°

Ulama tidak berbeda pendapat tentang agama dari pelaku
kejahatan, karena siapapun yang melakukan tindak pidana tetap
mendapatkan hukuman. Apabila pelaku kejahatan atau pelanggaran
menyangkut hak Allah seperti shalat, zakat, dan sebagainya dan hak adami
(kemanusiaan), maka sanksi ta’zir diberlakukan. Sedangkan bagi non-

muslim hanya diza zir jika ia melanggar aturan yang menyangkut hak

10 Makmum Moh, Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,
2018), 62.



adami, karena dia tidak terkena khitab hukum yang hanya berlaku untuk

orang Islam yang menyangkut hak Allah.!

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin atau panutan
suatu keadilan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim
yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam
hal mengambil suatu keputusan untuk menghukum terdakwa terkadang
kurang memberi pertimbangan hukum  yang tepat, sehingga dapat

berakibat tidak berfungsinya hukum di wilayah masyarakat.

Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, majelis hakim diberi
wewenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu tindak pidana. Oleh
karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara haruslah adil.
Sebagai seorang hakim, dalam hal memberikan keputusan kemungkinan
dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam dirinya dan lingkungan di
sekitarnya, antara lain adalah faktor agama, faktor kebudayaan, faktor
pendidikan, faktor nilai, faktor norma, dan sebagainya sehingga dapat

menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil keputusan.

Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa
khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan
sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus
perkara yang serupa. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan

tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat

bid., 63.



tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan majelis hakim.

Salah satu kasus perdagangan orang yang terdapat dalam putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Di dalamnya
majelis hakim memutus dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Putusan hakim tidak sesuai
dengan pasal tersebut karena hakim memutus masing-masing terdakwa
dengan 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan tema

tersebut, dengan fokus pada judul “Analisis Hukum Pidana Islam
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Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau. (Studi

Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam paparan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan

dikaji dalam penelitian ini adalah:

a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana
perdagangan orang menurut hukum positif.

b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana
perdagangan orang menurut hukum Islam.

c. Pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.

d. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam

putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.

2. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan

orang.
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b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam
putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana

perdagangan orang.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan

awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim  dalam putusan  Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim
dalam putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak

pidana perdagangan orang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian
terdahulu atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah
yang akan diteliti, sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu
dengan penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk kajian
pengulangan atau duplikat dari kajian sebelumnya. Penelitian yang

berkaitan dengan tema penulis diantaranya:

1. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online

(Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam), yang ditulis oleh Kinanti
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Suryani, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri
Raden Intan Lampung tahun 2017. Fokus pembahasan dalam skripsi
tersebut adalah pertama, ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan
perempuan melalui prostitusi online menurut hukum positif dan hukum
Islam. Kedua, persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan sanksi
bagi pelaku perdagangan perempuan melalui prostitusi online menurut
hukum positif dan hukum Islam.?

Dalam skripsi yang dibuat oleh Kinanti Suryani lebih
menekankan pada perdagangan perempuan melalui prostitusi online
dan lebih menekankan persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan
sanksi bagi pelaku tindak pidana.

2. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai
Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum
Islam, yang ditulis oleh Lelly Herlianti, Fakultas Syari’ah dan Hukum,
UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Fokus pembahsan dalam skripsi
tersebut adalah pertama, tinjauan kriminologi terhadap perdagangan
anak. Kedua, perspektif hukum Islam mengenai perdagangan anak.

Dalam skripsi yang dibuat oleh Lelly Herlianti lebih
menekankan tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak di

bawah umur.

12 Kinanti Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online
(Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2017).

13 Lelly Herlianti, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan
Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”, (Skripsi--UIN Alauddin Makassar,
2016).
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3. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.
1905/Pid.B/2009/PN.Tanggerang), yang ditulis oleh Fajrul Falah,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Fokus pembahasan dalam skripsi
tersebut adalah pertama, maksud tindak pidana perdagangan orang
menurut hukum positif dan hukum Islam. Kedua, Pandangan hukum
positif dan hukum Islam mengenai putusan PN Tangerang No.
1905/Pid.B/2009/PN.Tng tentang perdagangan orang. Ketiga, Putusan
PN Tangerang No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tng mengenai perdagangan
orang.*

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fajrul Falah lebih menekankan
tentang bagaimana kasus perdagangan terhadap orang khususnya

wanita yang sampai saat ini semakin bertambah banyak jumlahnya.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, bisa dinyatakan bahwa
pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa
judul di atas, yaitu tentang penjatuhan pidana berdasarkan Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007.

14 Fajrul Falah, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/PN.Tng)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2011).
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E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan
dicapai. Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang

tindak pidana perdagangan orang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut:

1. Kegunaan teoritis
Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
bahan kajian Mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di
bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait
masalah perdagangan orang.

2. Kegunaan praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat,
sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum

pidana perdagangan orang.
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G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul

skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul

skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di

dalam judul tersebut:

1. Hukum Pidana Islam, ada 3 (tiga) istilah yang digunakan dalam

pengertian hukum pidana Islam, di antaranya: Jarimah, Jinayah,
Ma’shiyat,*® dalam penelitian ini titik fokus yang menjadi sumber
kajian menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,
bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang
oleh syariat Islam yang dalam ganun ini diancam dengan uqubah
hudiid dan/atau ta’zir; Di dalam skripsi ini bentuk jarimah yang
mengatur yaitu jarimah ta’zir dan di dalam skripsi ini terdapat 2 unsur
yaitu unsur penipuan dan penculikan.

Tindak pidana perdagangan orang dalam penelitian ini lebih mengarah
kepada penipuan dan penculikan, karena apa yang menjadi titik fokus
permasalahan ini mengenai perdagangan orang di Bangkinang Riau.

(Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN).*6

15 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 1-3.
1 Hardum Edi, Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,

2017), 23.



16

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan
suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.’ Metode

dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka
penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode
penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan adalah yang mencakup penelitian terhadap asas-asas
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap
taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian
perbandingan hukum. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny
Hanitijo Soemitra bahwa penelitian hukum yang normatif atau
penelitian hukum doctrinal (doctrinal research) merupakan penelitian
hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau bahan hukum

yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.'®

17 Efendi, Jonaedi dan Johnnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 2016), 3.

'8 Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.



2. Data yang dikumpulkan

a. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

17

475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan

orang.

3. Bahan hukum penelitian

Bahan hukum penelitian ini berasal dari data primair dan data

sekunder.

a. Bahan hukum primair

Data primer merupakan suatu data yang diporeleh peneliti
dari sumbernya langsung, baik melalui wawancara, observasi,
maupun laporan dalam bentuk pemberitaan media, maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.!®. Dalam penelitian ini bahan hukum primairnya meliputi
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang,?°dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor:  475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn  tentang tindak pidana
perdagangan orang dimana putusan ini di download di Direktori

Putusan Pengadilan Negeri yang ada di Google.?

19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 96.
20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang.

2l Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.
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b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh

melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer.?2 Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab atau

sumber bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan

skripsi, misalnya:

1.

9.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana
dan Pencegahannya, penulis Henny Nuraeny.

Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, penulis
Farhana

Epistemologi Hukum Pidana Islam, penulish sahid.

Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis Paul Sinlaeloe.
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, penulis Henny Nuraeny.

Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan
Trafficking dalam Perspektif Hukum Islam, dan Gender,
penulis Ch Mufidah.

Hukum Pidana Islam, penulis Mardani.

Al-Qur’anulkarim Terjemahan Per-Kata Type Hijaz, penulis
Syaamil Al-Qur’an.

Metedologi Penelitian, penulis Irfan Tamwifi.

10. Metode Penelitian Hukum, penulis Zainuddin Ali.

22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 23.
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4. Teknik pengumpulan data
a. Teknik dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan
hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk
berkas.?® Dalam skripsi ini mencari bahan hukum dengan cara
mengambil dokumen di Pengadilan Negeri Bangkinang, membaca,
dan menelaah bahan dalam putusan Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.BKkn.
b. Teknik kepustakaan
Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tentang tindak pidana perdagangan
orang berdasarkan literatur atau buku yang berkaitan dengan topik
permasalahan yang telah dirumuskan.
5. Teknik Pengolahan Data
Kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis
data deskriptif yaitu menganalisis data dengan membuat gambaran
data-data yang ada atau terkumpul yang dijadikan objek dalam suatu
penelitian®* atau sebuah metode yang dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan

subjek atau objek dalam penelitian. Tujuan dari metode ini yaitu untuk

2 Irfan Tamwifi, Metedologi Penelitian (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
24 Maxmanroe, https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html diakses pada
tanggal 24 Oktober 2019.



https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html
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menggambarkan dan menganalisis dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.
6. Teknik Analisis Data

Kegiatan Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data
deskriptif yaitu dengan menganalisis data dengan membuat gambaran
data-data yang ada atau terkumpul yang dijadikan obyek dalam
penelitian. Tujuan dari metode ini yakni untuk menggambarkan dan
menganalisis. Hal tersebut diuji dengan menggunakan hal-hal yang
sudah ada dalam fakta fakta dalam masyarakat dan peraturan

perundang-undangan yang telah berlaku pada masa kini.®

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi
5 (lima) bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai
hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.
Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya

sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah,
tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

% Ibid.
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Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Pada bab ini membahas
mengenai sub bab pertama berisi tentang perdagangan orang dalam hukum
pidana Islam dan sub bab kedua berisi tentang perdagangan orang dalam

hukum positif.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan
Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Pembahasan
dalam bab ini meliputi: 1) Deskripsi Kasus; 2) Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum; 3) Dakwaan; 4) Putusan Hakim; 5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: 1)
Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:
474/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tentang tindak pidana perdagangan orang; 2)
Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan
Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tentang tindak pidana perdagangan

orang.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB I1

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Jartimah dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian jarimah

Secara terminologis jarimah berasal dari kata jarama yang
berartikan berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian disini khusus
untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang tidak disukai atau
dibenci oleh manusia.* Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan
perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, atau
dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan,
kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).?

Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam
dengan hukuman hadd atau ta zir.

2. Unsur-unsur jarimah

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum,
unsur-unsur jarimah (tindak pidana) ada 3 (tiga) macam, yaitu:®
a. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang (nash), yaitu tindak

pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang dan

! Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Grup,2019), 2.

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 9.

3 Ibid., 28.

22
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mengancamnya dengan hukuman.

. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana
yang berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana
yang telah dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan

tersebut mempunyai unsur-unsur tersebut, yang meliputi unsur formal,

unsur material, dan unsur moral.
3. Macam-macam jarimah

a. Jarimah hudiid

Jarimah hudiid adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
hudud, jenis dan jumlahnya telah ditentukan dan menjadi hak
Allah. Hukuman hadd tidak memiliki batas minimal atau batas
maksimal, bahwasannya hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan
oleh perseorangan atau masyarakat.* Pengertian hukuman fadd,
sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan
hukuman yang ditentukan oleh syara’ serta merupakan hak
Allah.>Jarimah hudid ini ada 7 (tujuh) macam antara lain sebagai
berikut:®
1. Jarimah zina.

2. Jartimah menuduh orang lain berbuat zina.

4 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: Pt Kharisma [lmu, 2008), 99.
5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinargrafika, 2005), 2.
¢ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah..., 18.
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3. Jarimah minum-minuman Kkeras.
4. Jarimah pencurian.
5. Jarimah mengganggu keamanan.
6. Jartmah murtad.
7. Jarimah pemberontakan.

b. Jarimah divah dan gisas

Jarimah diyah dan gisas adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman diyah dan gisas, jarimah ini merupakan hak individu
yang kadar jumlahnya memiliki batasan minimal ataupun
maksimal. Hak individu di siniadalah korban boleh membatalkan
hukuman apabila telah memaafkan pelaku.’

Pengertian gisas, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad
Abu Zahrah adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah
dan hukuman.

Jarimah qisas dan diyah ini hanya ada 2 (dua) macam, yaitu
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada

5 (lima) macam, yaitu:

-

. Pembunuhan sengaja.

N

. Pembunuhan menyerupai sengaja.

w

. Pembunuhan karena kesalahan.

o

. Penganiayaan sengaja.

o

. Penganiayaan tidak sengaja.

" Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., 100.
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c. Jarimah Ta’zir

1. Pengertian jarimah ta zir

Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman ta zir. Pengertian ta zir menurut bahasa adalah ta 'dib
artinya memberi pelajaran. 7a’zir juga diartikan dengan Ar-
Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah.
Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah, sebagaimana
dikemukakan oleh Al-Mawardi, adalah hukuman pendidikan
atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya
oleh syara’.®

Dalam hukum Islam tidak menentukan macam-macam
hukuman untuk setiap tindak pidana fa’zir, melainkan
menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan
sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan
untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam
tindak pidana ta zir serta kedudukan pelaku. Hukum Islam tidak
memberikan wewenang terhadap penguasa untuk menentukan
tindak pidana dengan sekehendak hatinya, melainkan harus
sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak
berlawanan dengan nash serta prinsip-prinsip umum dalam

hukum Islam.?

2. Macam-macam jarimah ta’zir

$ Ibid., 4.
9 Ibid., 101.
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Berdasarkan dari segi sifatnya jarimah ta’zir dibagi
menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:*°
a. Jarimah ta’zir yang telah melakukan perbuatan maksiat.
b. Jarimah ta’zir yang telah membahayakan kepentingan
umum.
C. Jarimah ta’zir yang telah melakukan suatu pelanggaran.
Berkaitan dengan macam-macam jarimah ta’zir Abdul
Aziz Amir membedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:!
a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Hukum dasar dari pembunuhan adalah gisas. Namun
demikian apabila keluarga korban memberi maaf terhadap
pelaku maka Ulil Amri menjatuhkan hukuman ta’zir apabila
itu dinilai lebih maslahat.

b. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perlukaan.

Sama seperti jarimah ta’zir yang berkaitan dengan
pembunuhan, jarimah ta zir yang berkaitab dengan perlukaan
juga memiliki hukum dasar gisas. Namun akan diberlakukan
ta’zir apabila pelaku dimaafkan oleh keluarga korban dan
apabila itu dinilai lebih maslahah.

c. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan.
Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan adalah

jarimah zina, menuduh zina, penghinaan dan hal lain yang

10°A. Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 167.
' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam..., 225.
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berkaitan dengan kehormatan seseorang.
d. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta adalah
pencurian dan perampokan. Hukum dasar dalam kedua
jarimah tersebut adalah hukuman fhadd, namun akan
dikenakan hukuman fa’zir apabila syarat untuk dikenakan
hukuman hadd tidak terpenuhi.

e. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Perbuatan yang termasuk dalam jarimah ta’zir yang
berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti berbohong di
depan persidangan atau kesaksian palsu.

f. Jarimah ta zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Segala bentuk kelalaian yang dapat mengancam
keselamatan umum dapat dikenai hukuman ta ’zir seperti
pemberontakan.

3. Macam-macam hukuman ta zir
a. Hukuman ta zir yang berkaitan dengan badan:*2
1. Hukuman mati
Mazhab Hanafiyah membolehkan sanksi ta zir
dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan
berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi

masyarakat. Malikiyah dan  sebagian  Hanabilah

12 Nurul Irfan Dan Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Pena Grafika, 2016), 147.
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membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zir yang
tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap orang
yang melakukan kerusakan di bumi. Demikian sebagian
Shafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti
dalam kasus homo seksual.
2. Hukuman cambuk
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan
bagi pelaku jarimah ta’zir. Hukuman cambuk dalam
Jjartmah hudid telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah
zina ghairu muhsan dan jarimah menuduh pelaku zina.
Namun dalam jarimah ta’zir, hakim diberikan
kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan sesuai
dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
b. Hukuman rta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan
seseorang.™®
1. Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab, ada 2 (dua) istilah hukuman
penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya
bermakna al-man’u yaitu mencegah, dan menahan.
Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu adalah menahan
seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang

melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, atau tempat

13 Ibid., 152.
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lain.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan
menjadi hukuman tambahan, jika hukuman pokok cambuk
tidak membawa dampak bagi yang dihukum.

. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman hadd,
namun dalam praktiknya hukum tersebut diterapkan juga
sebagai hukuman ¢ zir. Hukuman pengasingan ini
dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan
dapat memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat.
Dengan diasingkannya pelaku, mereka terhindar dari
pengaruh tersebut.

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha
berpendapat sebagai berikut:

a. Menurut Imam Maluk bin Anas, pengasingan artinya
menjatuhkan/membuang pelaku dari negeri Islam ke
negeri non-Islam.

b. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir,
pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.

C. Menurut Imam Syafi’i, jarak antara kota asal dan kota
pengasingan seperti jarak perjalanan shalat qashar.

d. Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapar dari Imam

malik, pengasingan yaitu dipenjarakan.
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¢. Hukuman ta zir berkaitan dengan harta.

Beberapa fuqaha Dberbeda pendapat mengenai
diperbolehkannya hukuma tazir dengan cara mengambil
harta. Sedangkan hukuman fa’zir dengan cara mengambil
harta tidak diperbolehkan yaitu menurut Imam Abu Hanifah
dan diikuti muridnya Muhammad bin Hasan. Apabila
menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal dan
Imam Abu Yusuf membolehkannya jika membawa
maslahat.*

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman za ’zir berupa
harta ini menjadi 3 (tiga) bagian dengan memperhatikan
pengaruhnya terhadap harta, yaitu sebagai berikut:*

1. Menghancurkannya (al-itl.f)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman
ta’zir berlaku untuk barang-barang yang mengandung
kemungkaran. Contohnya penghancuran patung milik
orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan
yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan
tempat minum khamr.

2. Mengubahnya (at-taghy)
Hukuman ra’zir yang berupa mengubah harta

pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh

14 Nurul Irfan Dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 157.
15 Ibid., 158.



31

orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya

sehingga mirip pohon atau vas bunga.

. Memilikinya (at-tamlk)

Hukuman tazir yang berupa kepemilikan harta
pelaku, antara lain Rasulullah SAW melipatgandakan
denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping
hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah
Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang
menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda adalah hukuman pokok yang
berdiri sendiri misalnya, hukuman denda bagi orang yang
duduk-duduk di bar dan denda terhadap orang yang
mencuri buah-buahan dari pohon. Hukuman denda bisa
digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu
hukuman denda disertai dengan cambuk.

Menurut Ibnu Al-Qayyim terdapat 2 (dua) macam
denda yaitu:

a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya merupakan
denda yang berhubungan dengan hak Allah yang
mengharuskan lenyapnya suatu harta tersebut.

b. Denda yang tidak pasti Kesempurnaannya merupakan
denda yang sudah ditetapkan melalui ijtihad hakim

serta disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan.
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Unsur Penipuan

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan menjelaskan rumusan atau

unsur-unsur penipuan, berikut adalah penjelasan dari pasal tersebut:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan
menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan
penipuan adalah:

1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai
nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan
hukum.

3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur poin 1 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama
untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan
“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada

cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan
orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”
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Tafsir/penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan akah di jelaskan

dibawah ini:!®

1.

Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,
sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat
demikian itu.

Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan
(diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun
tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang
lain.

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri
sendiri dengan tidak berhak.

Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin”
dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau
ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.

Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi,
notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang
sebenarnya ia bukan penjabat itu.

Akal cerdik atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya,
sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu

muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

16 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, (Bogor, Politea
1996), 261.
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7. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus
dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa,
sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang
lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang
seakan-akan benar.

8. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus
kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang
sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain

dipenuhinya.

C. Asas Legalitas
1. Pengertian Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau
prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata
benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang
berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan
demikian legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut undang undang".*’

Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm
van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi
“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan

perundang-undangan pidana.”

17 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), 63.
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Adapun istilah legalias dalam syari‘at Islam tidak ditentukan
secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang
hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari‘at Islam tidak
mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana
Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti
secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan
adanya asas legalitas.®

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa
latin: Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (tiada
delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini
merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan
memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini
melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan
hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan
yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang
perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya. Jadi, berdasarkan asas ini,
tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika
belum dinyatakan sejara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama
perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya
terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan

sebelumnya sebagai tindak pidana.

8 Abd al-Qodir Awdah, A¢-Tasyri al-Jinai al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), 118.
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2. Penerapan Asas Legalitas

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-
kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang
pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan gishash dan diyat
dengan diletakanya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak
diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori
diatas.

Menurut Nagaty Sanad, professor hukum pidana dari Mesir, asas
legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta’zir adalah yang

paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya.

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam
terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi
juga melindungi kepentingan masyarakat. la menyeimbangkan hak-hak
individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan

sanksinya.

Kemudian jika berpegang pada asas legalitas seperti yang
dikemukakan pada bab di atas serta kaidah "tidak ada hukuman bagi
perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas",'® maka perbuatan
tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana.
Dengan demikian nas-nas dalam syari'at Islam belum berlaku sebelum
di undangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi

pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang

¥ Ibid., 316.
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mengundangkan. Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan

tidak berlaku semisal:2°

a.

Berlakunya bekas ibu tiri dalam surat An-Nisa': 22

i 08 L4 Gz 38 6 V) STy reju\f/*’u\j,&&v)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan
(yang ditempuh).”

Hukum riba dalam QS. Al-Bagarah: 275

u;g\wwu\ML;;ET;}ULSY\Q,?AW\%&E:L&;?T
muy\f;\gj;y’/\"‘\’j,\, o o 2o 6 st aus
! /’\ddjb_s\c”’ Té\g ”’b@b;w&ibﬁw)uﬁ%};

,3 &

@.\,&L;L@grﬁg\ﬁ\

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pencurian dalam QS. Al Bagarah ayat 173
Lo skt D 3l e )T Vi g6 e BT 15

“...tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya)
sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

20 Ibid.
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batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian
Human Trafficking merupakan isu global yang semakin menjadi
masalah serius di Indonesia. Sehingga perlu mendapatkan perhatian
serius dari berbagai kalangan, termasuk dari sudut pandang Islam.
Secara global pengertian perdagangan orang yang dijelaskan dalam
protokol PBB, vyaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,
penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau
memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari
seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
Dalam figh perdagangan orang tidak dijelaskan secara detail,
yang dimunculkan adalah sejarah dari adanya perbudakan orang di
masa lampau dan adanya hadist yang menjelaskan kejadian tersebut.
Fenomena human trafficking telah banyak terjadi pada saat sebelum
Islam lahir, atau dalam literatur Islam disebut zaman jahiliyah (era
kebodohan). Disebut zaman jahiliyah karena pada saat itu perempuan,
anak-anak, dan orang miskin merupakan sasaran penghinaan dan

penindasan. Praktik penindasan dan penghinaan dilakukan oleh orang
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yang kuat dan kaya terhadap orang lemah dan miskin, pada masa itu
banyak terjadi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain
penindasan dan penghinaan, masa jahiliyah juga populer dengan
adanya perbudakan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang
dapat diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, dan
dieksploitasi majikannya untuk meraih keuntungan.?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbudakan adalah
manusia yang hidupnya dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan
manusia lain dan tanpa mendapatkan gaji. Perbudakan lahir pada masa
kekaisaran Romawi, Persia Babilonia, dan Yunani. Dalam al-Qur’an
perbudakan ada sejak zaman nabi Musa as yang dilakukan oleh Raja
Fir’aun. Pada masa pra Islam perbudakan dilakukan dengan sangat
kejam, contohnya saja anggota kedokteran Persia melakukan
percobaan penelitian dengan menggunakan tubuh para budak.?? Dalam
catatan sejarah perbudakan muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu di
daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria,
Chaldea pada masa pengembangan pertanian. Budak tersebut berasal
dari para penjahat, orang-orang yang tidak dapat membayar hutang
maupun sekelompok orang yang kalah dalam peperangan. Hampir
semua peradaban kuno mengenal perbudakan, yaitu Mesir Kuno,

Tiongkok Kuno, India Kuno, Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi,

2121 Husein Muhammad, “Trafficking Dalam Perspektif Islam”,

http/puanamalhayati.or.id/archives/325, diakses pada 10 Desember 2018.
22 Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam”, Jurnal Penerima Beasiswa Dokter
LPDP, (November, 2011), 3.
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Khilafah Islam. Mesir Kuno yang dijadikan sebagai budak adalah para
pekerja pembangunan pyramid, istana Fir’aun dan kuil, sedangkan di
Cina Kuno orang yang dijadikan budak adalah orang-orang yang
miskin. Selain itu penyebab munculnya budak adalah tawanan perang,
penelantaran anak, hutang pada orang kaya, hukuman yang diterima
dari tindak kejahatannya, dan anak yang terlahir dari seorang budak.?
Kebudayaan Yahudi, Romawi, dan Jerman Kuno yang banyak
mempengaruhi keberadaan hukum modern mengenal perbudakan
dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penghambaan petani dan perbudakan
dalam rumah tangga. Tentunya, kebanyakan hal itu menimpa kaum
yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak.
2. Perdagangan orang dalam hukum Islam
Dalam masalah ini Ulama sepakat atas haramnya menjual orang
yang merdeka, dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya
dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka
yaitu:?®
a. Hanafiyah.
Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan
menurut syari’ah, walau ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan

perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan

2 Ibid.

24 M. Alfan Suryadilaga, “Trafficking Dalam Hadits dan Perkembangannya dalam Konteks
Kekinian’, Jurnal Studi Gender dan Islam, No. 3 Vol. 4, (Oktober, 2006), 315.

25 Nurkholis Abu Riyal bin Mursidi, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking)”,
http:/almanhaj.or,id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html,  diakses pada 18
Desember 2018.
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benda adalah perendahan martabat manusia”.?®

b. Malikiyah.

Al-Hattab ar-Ru’aini berkata, “Apa saja yang tidak sah untuk
dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menuru ijma’ Ulama,
seperti orang yang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan
semisalnya.?’

3. Dasar hukum perdagangan orang dalam Islam
Sehubungan dengan kasus human trafficking, gambaran kondisi
Arab pada masa jahiliyah yang mengucilkan perempuan dijelaskan

dalam Kitab suci al-Qur’an, yang berbunyi:
webS Ay 5305 g gl (SN AT 7 05

Artinya: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah  (merah
padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.?® (QS. An-
Nahl: 58)

Dalam masyarakat jahiliyah Arab, industri perbudakan
merupakan komoditas yang cukup menggiurkan. Sehingga tidak
sedikit para tuan yang memiliki budak, memaksa budak-budak
wanitanya untuk melakukan perzinaan dan pelacuran demi
mendapatkan keuntungan materi. Ketika Islam datang, praktek ini
dilarang dengan tegas. Karena di dalam Islam manusia adalah

makhluk Allah yang terhormat. Hal tersebut dijelaskan dalam al-

Qur’an surah an-Nur ayat 33:

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015), 273.
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Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah
menjaga  kesucian  (diri)nya, sehingga  Allah
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-
budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah
yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian,
karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan
barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.?°

Ayat tersebut diturunkan Allah SWT untuk membatalkan
praktek-praktek trafficking in women, yang umum dilakukan
masyarakat Arab ketika itu. Firman Allah di atas bercerita tentang

kasus eksploitasi perempuan, dan dalam statusnya sebagai budak.*

. Ancaman hukuman dalam Islam

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa yang difirmankan
Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani
hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Jika tidak

dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukum

2 Tbid., 354.

39 Husein Muhammad, “Trafficking Dalam Perspektif Islam™..., 52.
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tertentu.3!

Untuk tindak pidana perdagangan orang, dalam pandangan
hukum Islam dijatuhi hukuman za’zir hal ini dikarenakan belum ada
ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an dan hadits. Mengenai bentuk
dan ukurannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang
berwenang.®?

C. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perdagangan Orang

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik.
Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masyarakat yang tanpa
konflik merupakan masyarakat yang mati, atau hanya merupakan
masyarakat berdasarkan angan-angan saja.® Salah satu bentuk konflik
yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang
(human trafficking) yang dapat dikategorikan sebagai “perbudakan
modern”. Perdagangan orang (human trafficking) adalah persoalan
global sangat serius®*, Indonesia sendiri merupakan negara kedua dari
negara di dunia dengan tingkat perdagangan orang paling tinggi,
yang juga merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

31 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia,2000), 35.

32 Safrizal, Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 39.

33 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia (Jakarta: Ul-Press, 1983), 4.

3 Karen E. Bravo, “Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries For
Freedom”, Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, (2009), 2.

35 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2017/ diakses pada 14 Desember 2019, pukul 00.58.
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menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan,
dengan harkat dan martabat yang sederajat serta berhak atas
perlindungan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam
rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk
diperbudak”.® Perdagangan orang erat kaitannya dengan adanya
kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan
Negara. Korbannya diperlakukan sebagai komoditi yang diperjual
belikan. Pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah
perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan
transaksi jual beli di pasar-pasar layaknya seperti dagangan binatang

atau barang-barang lainnya.*’

Perdagangan orang yang mayoritas dilakukan terhadap anak dan
perempuan merupakan sebuah bentuk dari suatu perbudakan pada
zaman modern ini yang merupakan dampak dari krisis multi
dimensional yang dialami di Indonesia. Faktor ini penyebab terjadinya
perdagangan orang itu sendiri paling utama permasalahan adalah
faktor ekonomi. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak
adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk

tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa

36UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000.
37 Henny Nuraeny, 7indak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90.
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atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisis sejenis itu.® Salah
satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan
anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas
wilayah dalam Negara maupun lalu lintas negara (transnasional
organize crime) adalah perdagangan orang untuk eksploitasi seksual
atau pelacuran. Perdagangan wanita menurut kamus hukum pidana
adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah

sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.

Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan
exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan
semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari
sisi jJumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa
hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih dibawah umur
terjebak dalam perdagangan manusia. Sebagian besar dari mereka
yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah mereka
yang selama hidupnya terjebak dalam kemisinan dan tidak
memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan hakatas informasi, faktor-faktor yang
paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena
adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informasi yang tidak
memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah

serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga

38 Moh.Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:
Liberty, 2012), 5.
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menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis
perdagangan orang. Modus perdagangan orang masih banyak jenis
dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan
kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau
perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis
Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara,
perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum dan
HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religious

menjadi faktor adanya perdagangan orang.

Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya
perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia disebabkan
oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta

persoalan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah :

a. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian, karakteristik, dan
tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini
dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu
berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seorang
individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka
seseorang itu akan di nilai baik dan mendapat penghargaan diri

dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di
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sekitarnya. Sebaliknya jika seseorang itu berperilaku tidak baik
maka dinilai tidak baik dalam masyarakat pula. Dalam
perdagangan wanita dengan tujuan prostitusi atau pelacuran,
terjerumusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan
semata ingin dari si wanita tersebut melainkan adanya
dorongan-dorongan dari orang lain yang hendak memanfaatkan
keadaan si perempuan tersebut. Adanya pelaku perdagangan
biasa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita
sebagai lahan bisnis para pelaku trafficking. Berkaitan dengan
hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso
yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia
yang dibawa sejak lahir (criminal is born) yaitu dalam mahzab

Italia.®®

b.  Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku
anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali
begi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun

dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah

3 ke Sylvia, "Faktor Pendorong Dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di
Sumatera Barat”, Https:/Www.Researchgate.Net/Publication/323940192-Faktor-Pendorong-
Dan-Penarik-Perdagangan-Orang-Human-Trafficking-Di-Sumatera-Barat, diakses pada tanggal
21 Desember 2014.
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yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi

perkembangan anak.*°

c.  Faktor Kemiskinan
Kemiskinan yang mendorong anak-anak untuk tidak
bersekolah  sehingga kesempatan untuk  mendapatkan
keterampilan kejuruanserta keterampilan kerja menyusut. Seks
Komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk
mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan yang begitu
berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan
penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam maupun diluar
negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri
mereka dan keluarganya mereka sendiri. Karena masih ada
jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak
menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak
penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah
menjadi korban dari perdagangan orang.*
d.  Faktor Religi
Bila seseorang memiliki keimanan dan ketagwaan yang
tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan

seksual yang sangat merugikan orang lain karena tidak

40 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), 96.

4 Mar’atus Sakinah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/PID.SUS/2018/PN/SMN” (Skripsi--UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2018), 28.
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dibentengi oleh ajaran keagamaan sangat diperlukan dan
hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk suatu keagamaan
dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap pengambilan
keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu
mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila
nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka
mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang
bersifat merugikan orang lain.*?

e.  Faktor Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk hidup yang lebih layak, tetapi dengan
kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi
pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang
para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam

dunia prostitusi.*®

f. Pengaruh Sosial Budaya
Tradisi sosial budaya pernikahan dini menciptakan
masalah social ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan
dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama
terlihat jelas bagi perempuan. Masalah-masalah yang mungkin
muncul bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini antara

lain: Dampak buruk bagi kesehatan (kehamilan premature,

42 Tke Sylvia, "Faktor Pendorong Dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di
Sumatera Barat”..., 65.
4 Ibid.
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penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan
ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat
perceraian yang tinggi).*
g.  Pendidikan Minim dan Tingkat Buta Huruf
Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara
kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan
mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan
diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan
dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu mereka akan
sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat
bermigrasi atau mencari suatu pekerjaan. Mereka akan kesulitan
bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat
membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain
mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bias
dihubungi untuk mendapatkan batuan.*®
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah “tindak perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

4 Ibid., 29.
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001),
1.
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memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. Menurut definisi
dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan orang
berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan
atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan,
kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
memberi atau menerima pembayaran dan memperoleh keuntungan
agar dapat memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan
eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau
bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan
paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan,
penghambaan atau pengambilan organ tubuh.*®

Di Indonesia sendiri adapun beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perdagangan orang, diantaranya
Kitab Undang-Undang Huukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang

4 Davit Setiawan, “Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking)dan Penyelundupan
Manusia  (Smuggling)”,  http:/www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-

trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/; diakses pada 15 Desember 2019, pukul
00.56.
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Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Banyaknya
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka
perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

1.  Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak kejahatan yang bersifat umum, seperti perampokan,
pencurian, pembunuhan,Peraturan perundang-undangan umum
terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur
khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan
perundang-undangan umum, seperti tindak pidana korupsi,
tindak pidana perdagangan orang, tindak pidanaperempuan dan
anak. Peraturan yang khusus itu diatur dalam peraturan

Perundang-undangan di luar KUHP.#

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

47 Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr.Tentang Perdagangan Orang”, (Skripsi--UIN
Sunan Ampel, Surabaya), 2018.
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atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”**®

3. Tinjauan Tentang Sanksi Menurut Undang-Undang

a.  Pengertian Sanksi

Seorang filosofi Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa
manusia adalah zoon politicon, artinya manusia merupakan
makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga
meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan
melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan
antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat
langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan
kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan
satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat samadengan satu
yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.*®
Pertentangan-pertentangan  tersebut dapat  menimbulkan
perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk

mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata

48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 40.
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tertib yang dapat mengembangkan kepentingan Yyang
bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian. Ketentuan-
ketentuan tersebut merupakanpetunjuk hidup yang merupakan
hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau
dengan yang lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan
bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat
yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar
menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan
peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum
mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap
si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.
Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah
sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari
suatu perbuatan kegagalan untuk mematuhi suatu aturan atau
undang-undang.®® Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggungan
(tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran
dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai
perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum,

(a) Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaanyang

S9Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, (Jakarta:
Visimedia Pustaka, 2014), 191.
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ditentukan dalam hukum; (b) Imbalan positif, yang berupa
hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.®! Berbagai
tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku
manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu
tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan
perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila
perintah itu ditaati atau dilanggar suatu tertib atau hukumannya.
b.  Macam-macam sanksi menurut Pasal 10 KUHP

Sanksi menurut Pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana:®

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam
jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi hukum perdata
maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun
adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi
kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan
sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana
yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan
pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada
pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman
karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang).
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran

peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas

51 Sugiantoro. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1265.
52 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa..., 192.
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penambahan penderitaan dengan sengaja.

Dalam hukum pidana pada Pasal 10 KUHP membagi
hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok yang berupa
pidana mati, pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda,
pidana tutupan. Pidana tambahan berupa, pencabutanhak-hak
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
keputusan hakim.Dalam RUU KUHP, pidana denda dijadikan
pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun
pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif,
diharapkan  pidana denda juga dapat diartikan sebagai
penderitaan bagi pelaku tindak pidana.>

Macam-macam sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP,
Terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Pidana Mati
Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik
pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman.
Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah
sangat kejam, terutama pada zaman kaisar Romawi, cukup
terkenal sejaran zaman Nero yang ketika itu banyak
dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara

mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.>*

53 Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Jakarta: Lex Crimen, 2015), 220.
4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakrta: Rajawali Pers,2013), 117.
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Penentangan yang paling keras pada pidana mati adalah C.
Beccaria, ia menghendaki supaya didalam penerapan pidana
lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan
apakah negara mempunya hak untuk menjatuhkan pidana
mati, keraguannya ini didasarkan pada ajaran “Kontrak
Sosial”. Penentangan yang gigih lainnya adalah Voltaire
yang mendalihkan penentangan dari sudut kegunaan,
dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama
sekali. Sebagai akibat dari penentangan-penentangan yang
terus berlanjut, baik dari sudut peri kemanusiaan dan
ketuhanan, maka banyak negara yang sudah meniadakan
hukuman mati, termasuk Belanda sejak abad XVIII telah
meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari
undang-undang hukum pidana umumnya.>®
Pidana Penjara
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana

perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam
pidana penjara yaitu:
a. Pensylvanian System: terpidana menurut sistem ini

dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh

menerima tamu baik dari luar maupun sesama

narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu

Ibid., 118.
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satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang
diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan
di sel-sel maka disebut juga Cellulaire System.

b. Auburn System: Pada waktu malam ia dimasukkan
dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya
diwajibkan bekerja dengan nara pidana lainnya, tetapi
tidak boleh saling bicara diantara mereka, biasanya
disebut dengan Silent System.

c. Progressive System: Cara pelaksanaan pidana menurut
sitem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan
English/Ire System.>®

Dalam Pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa:

Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana Penjara, selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari
dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama
waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut
dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara
pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama
waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu.
Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena
pebarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang

ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

%6 Ibid., 120.
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Pidana Kurungan, pidana kurungan ini juga merupakan salah satu

bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana

kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana
penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistol yang artinya
mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi
makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/ Pasal 23
KUHP.

b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan
tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara Pasal 19
KUHP.

c. Para terpidana mengerjakan perkerjaan adalah 1 tahun,
maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi
pemberatan pidana, karena pebarengan, atau karena
ketentuan pasal 52 atau 52 a (Pasal 18 KUHP).

d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani
pidana masing-masing disitu tempat permasyarakatan, maka
terpidana kurungan harus terpisah tempatnya ( Pasal 28
KUHP).

e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerahnya
terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang

bersangkutan.®’

bid., 121.
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Dalam KUHP mengatur mengenai pidana kurungan, yaitu:

Pasal 18
Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama
satu tahun.

1. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan
atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana
kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat
bulan.

2. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu
tahun empatbulan.

3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu
tahun empat bulan.

Pasal 19

1. Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan
aturan-aturan pelaksanaan pasal29.

2. la diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang
yang dijatuhi pidanapenjara.

Pasal 20

1. Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana
kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan
bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak
dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

2. Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka
ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau
tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.

3. Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada
terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan
tindak pidana belum ada dua tahun sejak dia habis
menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si
terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika
tidak punya tempat kediaman, didalam daerahdimana ia
berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya
terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.
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4. Pidana Denda Pengaturan pidana denda terdapat didalam KUHP
pada Pasal 10 Jo Pasal 30 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP

menyebutkan:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah, tujuh puluh lima
rupiah.

2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana
kurungan.

3. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena
pebarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal
52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan

bulan.%®

38Sadri, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Hukum”
https://media.neliti.com/media/puclications/3236-1D/, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.
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DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG NOMOR: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

A. Deskripsi Kasus Tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn
1. ldentitas Pihak
Terdakwa dalam kasus ini adalah Terdakwa | Ruslian
Telaumbanua alias Mak Rina yang berumur 36 tahun dan bertempat
tinggal di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar. Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga.
Selanjutnya, terdakwa Il adalah Martinus alias Tinus yang berumur 19
tahun dan beralamat di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto
Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa Martinus alias Tinus
bekerja sebagai petani.t
2. Kronologi Kasus
Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul
14.00 WIB Saksi Korban Adi Ria Br Nduru alias Ria Binti Tanda Eli
Nduru (yang masih berusia 12 tahun dan belum pernah menikah,
berdasarkan Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Tanda Eli Nduru
No. 1401213112660001 yang ditandatangani oleh Zamzamir, SE
selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kampar dan Tanda Eli Nuduru selaku Kepala Keluarga) sedang

! Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, 1.
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berbelanja diwarung Sdr. Mak Uwo yang tidak jauh dari rumah saksi
korban di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar, melihat terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias
Mak Rina dan terdakwa Il Martinus alias Tinus berboncengan dengan
menggunakan sepeda motor ke arah rumah saksi korban dan
sesampainya didepan rumah saksi korban terdakwa | dan terdakwa I1
melihat dan memanggil saksi korban. Setelah itu saksi korban pun
pulang dan didalam rumah saksi korban melihat saksi Tanda Eli dan
Sdr. Darman. Kemudian terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak
Rina meminta izin kepada ayah kandung dari saksi korban untuk
membantu memasak karena pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018
anak dari Pak Pite akan mengadakan pesta. Mendengar hal tersebut
saksi Tanda Eli selaku ayah kandung dari saksi korban tidak
menyetujui, namun terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina
terus memaksa saksi Tanda Eli dan berjanji akan menjemput saksi
Tanda Eli dan adik saksi korban pada hari Senin tanggal 05 Maret
2018 hingga akhirnya dengan berat hati saksi Tanda Eli mengizinkan
terdakwa 1 Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina membawa saksi
korban, selanjutntya saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda
motor dengan posisi terdakwa Il Martinus alias Tinus sebagai
pengemudi, saksi korban ditengah dan terdakwa | Ruslian

Telaumbanua alias Mak Rina dibelakang.
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Ketika sampai dirumah saksi Pak Yuter yang terletak di Desa
Bandur Picak Kecamatan XII1 Koto Kampar dan tidak lama kemudian
datanglah Sdr. Pak Pite dan Sdr. Pak Suri dan langsung melakukan
perundingan yang tidak diketahui oleh saksi korban. Tidak lama
kemudian terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina, terdakwa
Il Martinus alias Tinus, Sdr. Pak Pite, Sdr. Pak Suri dan saksi korban
berangkat menuju ke rumah Sdr. Pak Suri yang berada di Koto
Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan tiba sekitar pukul 01.00 WIB dan
menginap disana. Sesampainya di rumah Sdr. Pak Pite terdakwa I
Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina, terdakwa Il Martinus
aliasTinus, Sdr. Pak Pite, dan Sdr. Pak Suri meninggalkan saksi
korban dirumah Sdr. Pak Suri dan kemudian saksi korban ditinggalkan
selama kurang lebih satu minggu bersama dengan istri dan keempat
anak Sdr. Pak Suri.

Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 12.00
WIB pada saat saksi korban sedang beribadah di gereja, datanglah
terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan Sdr. Pak Pite
dan membawa saksi korban pergi ke arah kebun sawit dengan
menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di kebun sawit
terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina, Sdr. Pak Pite, dan
saksi korban hanya duduk saja hingga pukul 18.00 WIB dan kemudian

kembali ke rumah Sdr. Pak Suri.?

2 Ibid., 7.
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Pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 06.00 WIB
saksi mendengarkan pembicaraan terdakwa | Ruslian Telaumbanua
alias Mak Rina dengan saksi Pak Oke lewat telepon. Saksi korban
mendengarkan pembicaraan kalau nanti sore pukul 17.00 terdakwa I
dan saksi Pak Oke melakukan pertemuan di rumah Sdr. Pak Suri,
selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Pak Oke tiba di rumah Sdr.
Pak Suri, namun pada saat saksi Pak Oke tiba saksi korban diajak
pergi berbelanja di sebuah warung. Saksi korban tidak mengetahui
jika dirinya telah dibeli oleh saksi Pak Oke dari terdakwa | Ruslian
Telaumbanua alias Mak Rina. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB
saksi korban dibawa oleh saksi Mak Oke dan keluarganya pulang ke
rumah Pak Oke di Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kampar,
namun saksi Tanda Eli mencoba menahan agar saksi korban tidak
dibawa tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Sdr. Pak Pite dan Sdr. Pak
Suri. Kemudian sekitar pukul 21.00 saksi korban tiba dirumah saksi
Pak Oke dimana rumah tersebut sudah ramai orang, selanjutnya saksi
Mak Oke meminta agar saksi korban membagikan daun sirih kepada
semua orang yang ada didalam rumah Pak Oke dengan dilanjutkan
makan bersama, lalu pukul 00.00 WIB saksi Mak Oke menyuruh saksi
korban untuk tidur didalam kamar anak-anaknya.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar
pukul 09.00 WIB saksi Pak Oke berkata kepada saksi korban bahwa

Pak Oke telah membeli saksi korban dan juga di nikahkan dengan Pak
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Oke. Mendengar hal tersebut saksi korban berencana untuk melarikan
diri namun saksi korban tidak tahu jalan pulang.

Selama saksi korban bersama dengan terdakwa | Ruslian
Telaumbanua alias Mak Rina dan terdakwa Il Martinus alias Tinus,
terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina ada melakukan
pengancaman dan pemaksaan. Saksi korban telah dijual oleh terdakwa
I Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan terdakwa Il Martinus alias
Tinus kepada saksi Pak Oke dan saksi Mak Oke sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).®

B. Dakwaan
Dalam kasus ini terdakwa | Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina
dan terdakwa Il Martinus alias Tinus oleh penuntut umum didakwa dengan
hal-hal berikut:
1. Primair:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Rl No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:*
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

3 1bid., 10.
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
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kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).”

2. Subsidair:

Pasal 83 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.®

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus diatas, perbuatan Ruslian Telaumbanua alias Mak
Rina dan Martinus alias Tinus sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Setiap
orang Yyang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

SPasal 83 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI
No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
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mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Oleh karena itu Jaksa Penuntut

Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa |. Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan
terdakwa 11. Martinus alias Tinus tersebut diatas, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bayaran
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-
masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
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Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan diatas

berdasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut:®

1. Saksi Faaro Nduru alias Roni Fasi Aro Nduru (Alm)

Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana melarikan anak
dibawah umur yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04
Maret 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah milik Sdr. H
Buyung yang terletak di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar. Saksi beranggapan perbuatan ini
dilakukan oleh terdakwa Mak Rina dan Martinus. Cara para terdakwa
membawa adik sepupu saksi lari sekira jam 15.00 WIB dengan cara
mendatangi rumah korban dan menjumpai bapak korban dan
mengatakan kepada orang tua korban bahwa maksud kedatangannya
adalah meminta ijin kepada bapak korban untuk membawa korban
pergi ke pesta di Desa Siberuang, lalu bapak korban mengijinkan dan
dibawalah korban oleh para terdakwa, sejak saat itu adik sepupu saksi
tidak pulang ke rumah dan tidak tahu lagi keberadaannya. Para
terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua korban untuk menjual
belikan korban. Para terdakwa tidak pernah membawa adik sepupu
saksi ke tempat pesta yang telah sesuai permintaan izin para terdakwa
namun adik sepupu saksi dibawa oleh para terdakwa ke PT PSA
dengan tujuan untuk menjual adik saksi kepada Sdr. Oke yang

beralamat di PT PSA Bunga Tanjung Kab. Rokan Hulu. Saksi

®Tbid., 17.
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mengetahui para terdakwa menjual korban kepada Sdr. Oke yaitu dari
pengakuan dari Sdr. Oke sendiri mengatakan bahwa ia telah
menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
kepada terdakwa Mak Rina, Sdr. Martinus, dan Sdr. Pite, dan Pak
Suri.
2. Saksi Adi Ria Br Nduru alias Ria Binti Tanda Eli Nduru

la adalah seorang korban tindak pidana perdagangan orang.
Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah
terdakwa Mak Rina dan Martinus. Pada saat saksi dilarikan oleh Mak
Rina saksi merasakan takut bingung karena mereka membawa saksi
kepada orang yang tidak saksi kenal dan saksi juga berusaha untuk
melarikan diri namun tidak tahu jalan untuk pulang. Ketika Mak Rina
membawa saksi Mak Rina ada melakukan pengancaman dan dia juga
memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi ketika saksi tidak
mau pergi mengikuti perkataannya, namun dia tidak ada melakukan
bujuk rayu terhadap saksi. Saksi juga tidak pernah meminta tolong
kepada para terdakwa untuk mengatur pernikahan saksi dengan Sdr
Oke dan sebelumnya saksi tidak ada keinginan menikah dengan siapa
pun. Akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami trauma dan
ketakutan dan saksi juga disetubuhi oleh Sdr. Oke.

3. Saksi Tanda Eli Nduru alias Amaroba
Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara

mendatangi rumah saksi lalu meminta izin kepada saksi untuk
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membawa saksi Ria untuk membantu memasak karena ada pesta di
rumah Pak Pite. Pada saat itu saksi tidak mengizinkan namun Mak
Rina terus memaksa saksi dan berjanji akan menjemput dan adik saksi
Ria pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, dengan berat hati saksi
mengizinkan saksi Ria ikut dengan para terdakwa, lalu Mak Rina
meminta saksi untuk membawa banyak pakaian, namun saksi
meminta saksi Ria hanya untuk membawa baju 2 (dua) pasang saja.
Pada saat anak saksi dilarikan oleh Mak Rina saksi merasakan takut
dan bingung karena saksi tidak berjumpa lagi dengan anak saksi dan
saksi selalu berusaha mencari keberadaan anaknya namun Mak Rina
dan yang lainnya mempermainkan saksi dan menyembunyikan Ria.
4. Saksi Haogem Bewe Lase alias Haogem

Saksi mengetahui bahwa Ria telah dilarikan oleh Mak Rina dan
Martinus pada tanggal 03 April 2018 dari Roni Nduru yang menelpon
saksi mengatakan bahwa keponakannya telah dilarikan oleh para
terdakwa dan telah dijual kepada orang yang bernama Pak Oke di PT
PSA lalu saksi mengatakan kepada Roni Nduru kalau sudah pasti
bahwa benar kejadian tersebut, dan akan ke tempat tersebut untuk
menjemput Sdri. Ria. Adik sepupu saksi dibawa oleh para terdakwa
lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 04 Maret sampai dengan
05 April 2018. Saksi juga menemukan korban dirumah Sdr. Oke yang
beralamat di PT FSA di Kabupaten Rohul. Selain melarikan korban

para terdakwa juga menjual korban kepada Sdr. Oke yaitu dari
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pengakuan Sdr. Oke sendiri mengatakan bahwa ia telah menyerahkan
uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa
Mak Rina, Sdr. Martinus, Sdr. Pite, dan Pak Suri. Para terdakwa juga
tidak meminta izin kepada orang tua korban untuk menjual belikan
korban.
D. Putusan Hakim
Setelah mendengar keterangan para saksi dan telah memeriksa
semua alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh

Cecep Mustafa, S.H., LLM sebagai hakim ketua, Meni Warlia, S.H.,M.H

dan Ahmad Fadil, S.H sebagai hakim anggota dalam menangani perkara

Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn ini memutus dengan:

1. Menyatakan terdakwa I. Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan
terdakwa IlI. Martinus alias Tinus tersebut, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bayaran untuk
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik
Indonesia sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-

masing selama 3 (tiga) bulan.



73

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah
dijatuhkan.

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) helai baju kaos warna putih.
b. 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Ria Br

Nduru.

c. 1 (satu) unit Hp merk Lenovo wrarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Foto copy surat perjanjian tanggal 11 Maret 2018, bermaterai
cukup diberi tanda T.1-1.
e. 2 (dua) buah foto:
1. Foto penyerahan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas
juta rupiah) dari orang tua Takdir Sadari Lase alias Oke (Bapak
Oke) kepada orang tua Adi Ria Nduru yang bernama Tanda Eli
Nduru.
2. Foto terdakwa | sedang menghitung uang tersebut di hadapan
Tanda Eli Nduru (Orang tua Adi Ria Nduru).
Bermaterai cukup diberi tanda T.1-2, tetap terlampir dalam berkas

perkara.
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6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).
. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,
dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan,
majelis hakim memutuskan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu
dengan Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih  dahulu
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mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :’

1.

2.

Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai
subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah
terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat
Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh
identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah
dibenarkan sendiri oleh terdakwa.

Dengan diajukannya Ruslian Telaumbanua alias Mak Rina dan
Martinus alias Tinus sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama
persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah
terpenuhi secara sah menurut hukum.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua.
Unsur  Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

"1bid., 35.
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penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui terdakwa telah
melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dengan adanya eksploitasi
untuk diperjualkan guna meraih untung sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas
juta rupiah). Dari keterangan diatas, semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 seperti yang
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para
terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang
memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:®
1. Keadaan-keadaan yang memberatkan

Dalam kasus ini, perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi
korban Adi Ria Br Nduru dan perbuatan para terdakwa juga

meresahkan masyarakat.

8 Ibid., 45.
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2. Keadaan-keadaan yang meringankan

Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku terus terang akan
perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Dalam
persidangan para terdakwa juga berlaku sopan dan para terdakwa
menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi apa yang
telah diperbuat. Para terdakwa juga telah melakukan perdamaian
dengan pihak korban. Namun, tindakan yang dilakukan oleh para
terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan dilingkungan para

terdakwa.



BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR:
475/P1D.SUS/2018/PN.BKN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor:

475/Pid.Sus/2018/PN.BKN tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan hakim adalah tindakan akhir dari majelis hakim di dalam
persidangan. Maka putusan majelis hakim adalah putusan yang disampaikan
oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum
dikarenakan jabatannya, disampaikan setelah seluruh proses beracara pada
hukum acara pidana yang isinya merupakan amar pemidanaan atau bebas
atau pelepasan dari seluruh penuntutan yang dibuat secara tertulis untuk
tujuan menyelesaikan perkara.*

Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama,
hakim akan melakukan tindakan yaitu memeriksa mengenai peristiwanya
adalah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan
terhadap terdakwa. Kedua, hakim akan menentukan keputusannya yaitu
apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan

apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga, hakim

! Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektit Teoritis dan Praktek Peradilan
(Bandung: CV Mandar Maju 2007), 127.
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menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan

tindak pidana dan dapat dipidana.?

Dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat
(dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim
Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat sepatutnya dalam perkara
ini diputuskan hal-hal sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa | RUSLIAN TELAUMBANUA Als
MAK  RINA,Terdakwa Il MARTINUS Als TINUS terbukti telah
melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah
merupakan suatu tindak pidana(onslag van recht vervolging);

2. Melepaskan terdakwa oleh Kkarena itu dari segala tuntutan
hukumsebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkatserta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang
berhaksebagai mana asal penyitaanya;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Akan tetapi pendapat Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., tidak ada
dukungan dari majlis Hakim, karena suara terbanyak terhadap pokok
perkara tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni,1986), 74.
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka
Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif Primair

Hakim memutus perkara Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN bahwa
para terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing
selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
Dalam memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai
subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa
sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwan
penuntut umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang
tercantum dalam surat dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri
oleh terdakwa Als Mak Rina dan Martinus Als Tinus sebagai Terdakwa
dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat

jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan
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perbuatannya maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang

ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.?

2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang Yyang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2007
menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari
perbudakan manusia, dan perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah
kepemilikan orang lain.

Selanjutnya, mengenai frasa, untuk tujuan mengekploitasi orang
dijelaskan bahwa eksploitasi tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau
bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup kerja paksa atau
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Kerja
paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui
cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar orang yang menjadi

tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Pembentuk undang-undang menyusun kualifikasi perbuatan pelaku

secara alternatif yang terdiri dari sub unsur, jika salah satu atau lebih

3 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN, 35.
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kualifikasi perbuatan terdakwa telah terbukti, maka sub unsur yang
lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan fakta hukum vyang terungkap dalam persidangan
ternyata para terdakwa telah menjual saksi korban Adi Ria Br Nduru Als
Ria Binti Tanda Eli Nduru kepada saksi Pak Oke dan saksi Mak Oke
sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terbukti bahwa para terdakwa merekrut dan menipu saksi korban
dengan tujuan meminta bantuan untuk acara pesta. Maka dengan
demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.*

Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan dahulu hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi para terdakwa

sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan
1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Adi
Ria Br Nduru;
2. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Hal-hal yang meringankan
1. Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya persidangan;
2. Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi

lagi;

4 Ibid., 40.
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4. Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;
5. Tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa masih berlaku pada
adat dan kebiasaan dilingkungan para terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis
hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama
melakukan perdagangan orang dan dijatuhkan pidana dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar
Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-
masing selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan uraian diatas, penulis
berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim yang
mempertimbangkan unsur-unsur pada setiap pasalnya telah jelas dan
terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutus perkara
tersebut dengan para terdakwa dijatunkan pidana penjara 1 (satu) tahun
dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka dalam
hal ini tidak sesuai karena pidana penjaranya berada dibawah minimal
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Jika melihat pada pasal 2 ayat (1)
maka hanya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus

juta rupiah).

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum
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ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila hal
ini dilakukan oleh hakim maka dapat dianggap hakim tersebut telah
bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-
undang itu sendiri.

Pendapat penulis mengenai pertimbangan hakim yang mengatakan
bahwasannya keadilan yang tepat untuk terdakwa adalah pemidanaan
seperti dalam putusan, maka seharusnya itu tidak dilakukan. Penulis
beranggapan bahwa bentuk keadilan telah disahkan secara bersama-sama
dalam bentuk Undang-Undang yang telah disepakati. Maka seharusnya
Undang-Undang yang telah disepakati tersebut dapat dijadikan rujukan
serta penyesuaian dalam memberikan pemidanaan terhadap para
pelanggar hukum. Jika itu tidak dilakukan maka bisa jadi hakim dapat
menghilangkan nilai keadilan yang telah disepakati bersama tersebut.
Memang secara yuridis, hakim dalam memutus perkara memiliki
pertimbangan yang bebas sesuai keadaan yang terjadi tetapi alangkah
lebih baik memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat tercipta dengan baik dan
berkembang dengan sesuai apa yang dicita-citakan bangsa.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum
Hakim Pada Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah jarimah jika unsur-unsurnya

5 L. Hendi Permana, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Di Bawah
Minimum (Bandung: Pustaka Press, 2015), 8.
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terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, ada 3 (tiga) unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Unsur formil (adanya undang-undang/nash).
Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 33 yang
menjelaskan bahwa perbuatan pelacuran terhadap budak maupun

manusia merdeka atau perdagangan orang telah dilarang.
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“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan
karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”®

Ibnu Abi Talhah dari riwayat Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi
terkemuka mengatakan, perempuan yang dipaksa melacur itu diampuni
Allah dan dosa mereka justru ditimpakan kepada orang yang
memaksanya. Ibnu Mas’ud sahabat Nabi yang lain juga menyatakan hal
yang sama. Ini bisa diperluas artinya bahwa perempuan-perempuan yang

ditindas, yang dipaksa menjadi budak, atau yag dieksploitasi secara

® Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015), 433.
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seksual tanpa daya demi kepentingan materi, kekuasaan, atau bentuk
merugikan apapun akan diampuni Allah atau dalam bahasa Nabi
dibebaskan dari dosa.’

Dalam KUHP juga telah diatur dalam pasal 297 yang
berbuyi, ‘“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun”. Pasal tersebut telah jelas memperkuat bahwa perdagangan orang
telah menjadi titik fokus dalam penanganan pelanggaran hak asasi
manusia.

Tidak hanya di KUHP tetapi Indonesia telah memperkuat hukum
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut ke dalam suatu
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang tersebut diatur
secara terperinci bagaimana bentuk-bentuk dari perdagangan orang. Pasal
1 ayat (1) telah dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi

7 Husein Muhammad, /jtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta:
Rahima, 2011), 409.
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atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
telah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, para terdakwa berhak
untuk menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang ada,
yaitu berupa pemidanan dalam bentuk pidana penjara dan denda.

. Unsur materil (sifat melawan hukum).

Dalam pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Para terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan
sadar yaitu merekrut dan menipu saksi korban yang masih di bawah umur
dan menjualnya kepada Pak Oke dan mak Oke sebesar Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah).
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3. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Dalam kaijan ushul figh, pembahasan tentang mukallaf; seseorang
yang dipandang cakap dihadapan hukum untuk menerima hak, dikenai
kewajiban, dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, dikaji
dalam pembahasan mahkum ‘alaih (subjek hukum).

Ulama ushul figh sepakat bahwa mahkum ‘alaih (subjek hukum)
adalah mukallaf yang diartikan sebagai orang yang dibebani hukum atau
orang Yyang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang
berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larang-Nya.
Tindakan hukum vyang dilakukan mukallaf akan dimintai
pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Berikut syarat
mahkum ‘alaih:

a.  Mengetahui dan memahami syari’at. Ia harus mampu memahami
nash-nask hukum yang dibebankan al-Qur’an dan sunnah baik
yang langsung maupun melalui perantara.

b.  Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap syari’at sangat
terkait dengan kesempurnaan akal seorang muslim tersebut.

c.  Kelayakan seorang muslim dalam menerima pembebanan hukum
syara’. Layak secara adalah sifat yang menunjukan seseorang itu

telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya
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dapat dinilai oleh syara’.®

Para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan perdagangan
orang tersebut secara sadar dan dapat menerima pertanggungjawaban
atas apa yang dilakukannya. Para terdakwa juga telah tergolong dalam
syarat ketentuan seorang mukallaf yang dapat dibebani oleh perintah dan
larangan syara’. Dan para terdakwa telah berusia 36 tahun dan 19 tahun
yang menurut hukum positif dan hukum Islam telah dianggap dewasa.
Dalam perkara tersebut, para terdakwa yang bernama Ruslian
Telaumbanua Als Mak Rina dan Martinus Als Tinus terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21
tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
yaitu para terdakwa mengambil keuntungan atas korban perdagangan
orang yang termasuk juga anak di bawah umur. Berdasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengaku bersalah dan
menyesal atas perbuatannya. Maka perbuatan terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur jarimahnya telah terpenuhi.

Seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam
memutuskan sebuah perkara, hakim harus menetapkan prinsip keadilan
dan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Dan dengan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hakim memiliki hak atas

itu semua. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8:

8 Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mukallaf)”,
Yudisia, vol. 5 (Juni, 2014), 153.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.®

Surah al-A’raf ayat 181 yang berbunyi:

‘ﬂ/ﬂ

ujl.m 43 d;-b badgs B8 Gils 22
Artinya: Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang
memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula)

mereka menjalankan keadilan.°
Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, menurut penulis
tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap para terdakwa
ini termasuk dalam jarimah ta’zir yang telah membahayakan
kepentingan umum. Dimana sanksinya merupakan wewenang dan
ijtihad majelis hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk
juga tujuan pemberian sanksinya. Bentuk dari jarimah ta’zir dapat
berupa hukuman penjara dan denda yang telah diberikan kepada para
terdakwa sebagaimana putusan hakim. Mengenai besarnya hukuman,
majelis hakim dapat menentukan sesuai dampak yang ditimbulkan oleh

para terdakwa. Maka dari itu, majelis hakim harus memutus perkara

sesuai dengan apa yang terjadi agar ketertiban umum dapat berjalan

% Departemen Agama RI, A/-Qur’an Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015), 108.
lbid., 174.
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dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh
hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus
dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur’an, hadist, dan
undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.'
Hukuman ta zir diberikan karena demi kemaslahatan umat untuk hidup

dengan penuh keadilan dan tidak sewenang-wenang.

Selain dapat menentukan hukuman pokok bagi para terdakwa,
hakim juga dapat menentukan hukuman tambahan dengan berpegang
teguh pada prinsip asas legalitas yang dapat diberikan kepada para
terdakwa jika itu diperlukan. Yang terpenting hakim harus selalu
bijaksana dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang terjadi dalam
masyarakat. Karena Hukum Islam menjalankan asas legalitas yaitu selain
melindungi kepentingan masyarakat. Hakim menyeimbangkan hak-hak
individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan
sanksinya dengan Bentuk pemidanaannya dapat berupa kurungan,
penjara, denda hingga hukuman mati. Dan pidana tambahannya dapat
berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,

dan pengumuman putusan hakim.
Penerapan sanksi ta z+, menurut madzhab Hanafi penerpan sanksi
ta’zi itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan

maksimalnya. Ta zt bentuk hukumannya berbeda-beda, baik jenis, kadar

"1 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 131.
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maupun sifatnya sesuai dengan tujuan ez, seperti yang dinyatakan
Ibnu Taimiyah bahwa fa’zr itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai

dengan besar kecilnya dosa si pelaku.?

Bahwa meskipun sanksi za zir itu diserahkan kepada hakim untuk

menjatuhkan hukuman akan tetapi hakim harus mempertimbangkan
banyak hal salah satunya prinsip asas legalitas, agar tetap berpegang
teguh pada nas yang sudah ada, seperti Undang-undang atau peraturan
lainnya, supaya tidak melampaui batas dan kurang dari batas sehingga

Penulis berpendapat hukuman bagi jarimah pelaku human trafficking ini

adalah hukuman penjara atau denda karena kasus ini berkaitan dengan

kemerdekaan seseorang. (hukuman za z berlaku sesuai dengan tuntutan

kemaslahatannya).

Dan jika dalam pertimbangannya hakim menyesuaikan Undang-
undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana
Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) maka pemidanaannya minimal
pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dengan begitu analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan
Hukum Hakim pada penjatuhan hukuman tindak pidana perdagangan
orang dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.BKN mengacu pada

prinsip atau unsur asas legalitas, yang berarti Hakim dalam memutuskan

12 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 322.
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perkara ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana. Karena dengan adanya kejadian seperti ini perlu adanya
peraturan baru mengenai Hukum Islam. Oleh sebab itu ketentuan ini
memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas

yang mengundangkan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari semua penjelasan yang telah penulis paparkan, maka dapat

diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Nomor:
475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn adalah melakukan tindak pidana sebagai
pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, dengan dijatuhi
hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 1 (satu)
tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta
rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana hakim memberikan hukuman
dengan pidana penjara yang berada dibawah ketentuan minimum, karena
para terdakwa bersedia untuk terus terang dan mengakui perbuatannya
serta para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya,
sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong narapidana
baru.

2. Dalam perkara tersebut para terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan

terhadap anak. Karena unsur jarmmah telah terpenuhi, maka para
terdakwa dapat dikategorikan dalam hukuman ¢’z yang telah
membahayakan kepentingan umum, dan hukuman ta’zr bagi jarmah

pelaku human trafficking ini adalah hukuman penjara atau denda karena
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kasus ini berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Bentuk hukumannya
ditentukan oleh kewenangan dan ijtihad hakim dengan tetap berpegang
tequh pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undnag RI
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

B. Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka diberikan

masukan saran yaitu:

1 Kepada para aparatur penegakkan hukum untuk selalu waspada dan
bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.
Terkhusus  yang  berprofesi  sebagai  hakim  harus selalu
mempertimbangkan dengan baik dalam setiap mengambil keputusannya.
Dan dalam memutus suatu perkara diharapakan selalu sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat merasakan keadilan
dan kepastian terhadap hukum. Serta selalu bijaksana dalam menjatuhkan
pidana terdahap terdakwa.

2 Kepada masyarakat diharapkan selalu waspada terhadap segala kejadian
tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Dan juga
selalu menumbuhkan sikap empati yang tinggi sesamanya agar terjadi
keharmonisan dalam bermasyarakat. Dimulai dari keluarga hingga
lingkungan yang lenbih luas untuk selalu mengajak terhadap hal baik dan
mengingat jika ada hal buruk terjadi agar tindak pidana perdagangan

orang dapat berkurang perkembangannya.
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